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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FUBERNUR BALIL

bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 wentang
Pelayanan  Publik, mencrapkan  bahwa  selap
penvelenppara pelaysnan publik wanb  menyusun,
menetapkan  don  menerapkan  Standar  Felayanan
dengan memperhalikan  kemampuan penyelengegara,
kebutubhan masvarakat dan kondisi lingkungan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraluran
Gubcrnur  lenlang Pedoman Penyusunan, Ponctapan
dan Penerzpan Standar Pelavanan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali;

Undang Undang Momor 64 Tahun 1958 tentang
Pembeniukan Dacrah-daerab Tingkat [ Bah, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur [Berila

Megara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan lemharan Negara Republik Indonesia
Momor 1618);

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 leatang
Penvelengeerean Megara Yang Bersih dart Korupest,
Kolasi dan Nepotisme [(Lembaran MNegara Republik
[ndenesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 38510
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Undang-Undang Nomoer 32 Tabun 2004 lentang
Pernerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahim 2004 Nomor 125, Tambanan
Lembaran MNegara Republk Inconesia Nomor 4427
schbugaimana telah diubah beberapa  kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabhun 2008
tentang Perusahan Kedua atas Undang-undang Nomor
a5 Tghun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerab
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
[nconesia Nomor $844);

Undanz-Undang Meomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Taaun 2009 Nemor 112, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomer S038)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Lembaran MNegara Republik Iedonesia Tabun 201°
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuklik
Indonesia Nomor 3234,

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahon 2007 terleng
Pembagiar Urusan Pemenintahan Ancara Pemerintah,
Pemermtahan Daerah Provinsi, dan Pemerinlaban
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Imdomesia Tahun 2007 Nomeor 32, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indoresia Nomor 4773):

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lenlang
Pedoman Organisasi Perangket Daerah  [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8BS,
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia
Nomaor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomer 96 Tabun 2012 tentang
Pelalzanaan Urdang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
den Reformas: Birokras! Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penjyusunan,
Penetapan dan Pencrapan Standar Pelayoanon (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749 );

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provirsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Seli Tahun
2011 Nomo: 4, Tambahan Lembaran Daeral Provinsi
Bali Momor 3);



Menctapkan :
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FENYUSUNAN, PENETAPAN DAN FEMERAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALL

BAB |

KETENTUAN UNMUM

Pasal 1

Dalarm Peraturan Gubkernur ini vang dimaksud dengan :

1

oy
"

Bt b

Dacral adalah Provins: Bah,

Pernerintah Dasral adalah Perperintah Provinsi Bali.
Gubernur adalah Gubernur Bali.

Qekretaris Dasrah vang selanjutnya disebut Sekda
adalah Selretaris Dasrah Provinal Bali

Satuan Kerja Perangkap Daerah Provinsi Buli yang
selarjuinya disebut SKPD Provinsi adalah Scxrctarat
Dacrah, Sekretariat DPRD, Dinas aerah, Lembags
teknie Daerah dan Lembaga laimnnya.

Pelayanan Publik adalah  kegiatan  atau rangkaian
kegiaten dalam  rangka pemenchan  kebutuhon
pelayanan  sesual  dengan  prraluran peruncsng-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang jasa, dan/aten pelayansn administratif yang
discdizkan oleh nenyelengzara pelavanan osubak.
Penvelengpara  Pelayanar  Publik  yang  sclanjuinys
disebut  penyelenggara  adalah  setiap  instilusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
vang dibensuk berdasarkan Undang-Undang untuk
kegiatan pelavanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semats-mata  untmuk  kegiatan  pelayanan
mablile.

Organisasi Penyelenzgara  Pelayenan  Pudlik  yang
selanjutnyn disebut organizasi penyelenpggera adalah
Satuan Kerja penvelenggara  polavanan publile yong
berada di lingkungan Institusi penyelenggara Daeah
vang dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  untuk
kegiatan pelayanan publik dan badean hulkum lainnya
vang dibeatuk semata-mata untul kegiatan pelayanan
publik.

Pelaksana pelavanan publik yang selanjutnya disebut
nelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap
orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara
Yang hertugas mclazaanaken rindakan ALELL
serangkaian rindakan pelayvanan publil
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Standar Pelavanan yang sclanjuinya disingkal SP
adalah tolok ulcur vang diperpunakan sebagal pedoman
penvelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian
kualitas  pelayanan  sekbagai  kewajiban  dan janji
Penyelenggara  kepada  masyarakotdalam  rangza
pelayanan dan berkualitas, cepat, mudak, Ler)angkan
dan terukur

* Pedoman Standar Pelavanan adalah dasar acuan bagi

senyvelenppara  pelayvanan  publik  dalam  menyusun,
menetapkan dar  menerapkan  standar  pelayunan
kepada masvarakal,

 Maklumat pelavanan adalah pernyataa n teriulis yang

berisi keseluruhan rincian kewsjiban dan janj yang
terdapat dalar Standar Pelayanan.

Masyarakat adalah scluruh pihak, baile warga negera
mavpun  pendudulk sebagal orang  pororangan,
kelompok, msupun badan hukum yang berkedudukan
sehagai  penerima  manfaat  pelavanan  publik,  baik
secars langsung maupun lidak langsung,

. Pihek Terkait adalah pihak yang dianpgap kompelen

dalam memberikan masukan terhadap penyusunan
Standar Pelayaran,

BAB I
PENYELENGGARA
Pazmal 2

Setiap organisasi Penyclenggera dan unit penyelenggara
pelayanan publik wajib menvusun dan menetapkan
Standar Pelavanan dalam hentuk Keputusan pimpinan
prganisasi dan unit penyelenggara pelayanan publik.
Penyusunan Standar Pelayanan dilalkukan oleh Tim cari
masing-masing  organisasi  penyelenggara  dengan
melibatkan masyarakat dar pihak terkait.

Pombahasan Standar Pelayanan dapat dilakeukan rapat
bersama, kelompok dislaasi  terbatas  (focus  group
discussion [FGD) atau rapat dengan pendapat bl
hearing).

Standar pelayanan  vang  telah  ditetapkan  wajib
dipublikasikan secara luas kepada masyarzkat.



Bap Il
PRINSIP DAN KOMPONEN

Paszal 2

Prinsip penyusunan, pencstapan dan peneraparn Standar
Felayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali:

a.
k.
i

d.

(1]

(2]

([

4]

Alcuntabel;
Berkes:nambungan;
Keacdilan;
Kongistensi;
Partisipatil;
Sederhana; dan
Transparans:,

Pasal 3

Prinsip Sederhanz, Standar Pelayanan yang mudah
dimengerti, mudah  dilkuti, mudah dilaksanaken,
mudah diukur, dengan prosedur yvang jelas dan Blaye
teriangkau bagi masyarakat mavpun penyelenggara;
Frinsip Konsislensi, dalam penyusunan can penerapan
standar pelayanan harus memperbatikan  ketelapan
dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan
penetapen hiaya pelayanan yang te rlangkell:

Prinsip Partisipatif, Penyusunan Standar Peleyanan
cengan melibatkan mesvarakat den pihak torsait untul
membahas bersama dan mendapatkan kesclarasan alas
dasar komitmen atau hasil kesepakatlan:

Prinsip alkuntahel, hal-hal yang diatur daiam Standas
Pelayanan harus dapat dilalesanakan dan
diperienepungjawabian secara konsisten kepada pihak
vang berkepentingarn;

Prinsip berkesinambsunzan, Standar Pelayanan harus
dapat kerlaku sesual persembangan kebijakan dan
kebutuhan peningleatan kualitas pelayanan.

Prinsip Transparansi, harus dapat dengen mudah
diakses dan diketahui oleh seluruh masyarskat; dan
Prinsip Keadilan, Standar Pelayanan harus menjamin
bahwa pelayanan yvang diberikan dapat menjangkan
semua maesyaraket yang berbeda status ekonomi, leta<
lokasi peoografis, den perbedacn kapabalitas fisik dan
mental.



Paz=al 4
KOMPONEN

Komponen standar pelayanan adalah komponen yang
merupalkan unsur-unsur administras: dan manajemen yang
menjadi  bagian  dalam  sistem  proses penyelengpaa
pelavanan publik  dan  seliap  standar pelayanan
dipergyvaratkan harus mencantumkan komponen sckurang-
Lkurangnya meliputi:

a. Dasar hukum;

b. Persyaratan,

e, Sistem, mekanisme dan prosedur;

d. Jangks Waktu Penvelesaian;

e. Biaya/tarif;

f. Proeduk pelayanan;

p. Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitasi,

h. Kompetensi pela<sana,

i.  Pengawasan internal;

j.  Penanganan Pengaduan, saran dan masukan,

k. Jumlah Pelaksana;

1. Jaminan pelayanan;

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan

n. Ewaluasi kinzrja.

Pasal &

(1) Daser hukum adalah peraturan perundang-1ancangn
yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;

(2} Persyaratan, adelah syarat (deleumen atat hal lain) vang
harus dipeouki  dalam peogurasan suatu jenis
polavanan,  baik  persyaralan tcknis  maupun
acdmnistratil;

(3] Sistern, mekanisme dan prosedur, adalah tala cara
pelayanan yang dilelukan bagi pemberi dan PENETLTIA
pelayanan, ermasuk penpaduan;

(4] Jangks Waktu Penyelesaian, atdalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaiktan  seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

(5) Binya/tarif, adalah ongkes atau bhiaya yang dikenakan
kepada penerima layanan dalam mergurus dan/acau
memperoleh  pelayanan  dari penyelenggara  yang
nesarnya ditetapkan berdaszrkan kesepakatan anlara
penvelengeara dan masyvarakat;

(6) Produk pelayanan, adalah  hasil pelayanan  yang
diberikan dar diterima sesual dengan ketentuan yang
telah ditetapkan;

(7} Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitasi, adalah peralatan
den fasilitas vang diperlukan dalam penyelenggaraan
pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayvanan
bagl kelompok rentan;
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[14)

(1]

[2]

Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus
dimilild oleh pelaksana meliputi pengetahwan, keahban,
ketrampilan dan pengalarman;

Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern
dan  pengawasan langsung  yang  dilakukan aleh
pimpinan satuan kerja atau alasan langsung pelaksana;
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan adalah
bats corn pelakszraan penanganan  oengadoan dan
Findale lanjut;

Juinlal Peleksana, adalah tersedianya pelaksana sescal
dengan behan kerja, informasi mengenai Lo posisi atau
jumlan  petugas vang melalsanakan tugas  sesual
permr bapian dan uraian fagasnya;

Jaminan pelayanan, adalah memberilkan kepastian
pelayunae  dilaksanskan  scsuai dengan standar
pelayanarn,

Jaminan kearanan dan keselamatan peleyanarn, adalah
dalam hentuk komitmen untuk memberikan rasa amean.
bebas dard bahaye, resika, dan keragu-ragiian; can
Evalunsi kKnerja pelaksana, edaleh  senilaian uniuk
mengetahui szberapa jauh pelaksanaan kegiatan BCEal
dengan standar pelayanan,

BAEB TII

TAHAPAN PENYUSUNAN

Fa=sal O

Tehapan penyusunan Standar Pelayanan melipuli:
a, Persiapan rancangan Stardar Pelayanan;
1] Pembentukan Tim; dan
21 Tdentifikasi <ondisi penyelenggaraan  pelayanan
sEal ini;
b. Pemyusunan rancangan Stancar Pelayanan.

Tahupan penyusunan Stancar Pelayanan sebagaiman
dimaksud pada ayat (1}, sebagaimana tercanlui calam
Lampiran bdak ferpisahkan dar Peraturan Gubernur
1ni.



Pezal ¥

PEMBENTULAN TIM

(1) Persiapan schagnitana dimaksud dalam Pasal 6 oyat i1}
hurut a, dilakukan dengan pembentukan Tim Standar
Pelayvanan (Tim SP).
Tim &P srhagaimana  dimalsud  pada  aval |1
rielaksanakan tugas melputi

=

(3]

A,

Ta.

mengidentifikasi  kepastinn  dan karalsteristik
penpelolaan unit pelaksana pelayvanan [UPF) seria
hal-hal wang terkait dengan komponen Sandar
Pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan;
menyusur -ancangan Standar Pelayanan setiap
jeals pelayanan;

membahas rancangan Stancar Peloyanan borsama
dengan unsur perwakilan mesyarakat dan pihak
terlait

mempublikasikan rancangan Standar Pelayanar
vang celah discpakeu kspada masyarakat umum,
dan  menvempurnaksn rancangan  Salodar
Pelavanan [bilamana terdapat masukan  carl
publik] disiapkan uatuk kemudian  diteraplan
olel penyelenggara;

menviapkar konsep Maklumat Pelayanan untuk
diletapkan oleh penyelenggars,;

mempuslikas:kan Maklamat Pelayanan; dan
menyapkan mekanisme monitoring dan evaluast
pencrapan Standar Pelayanan.

Pasal 8

Tim &P sehapaimana pada dimaksud pada avat (1)
arggatanva dipilih can ditugaskan oleh Pimpinan Unit

L,

Kerjs secara formal tertulis yang ditetapkan dengan
Keputusan Punpinan Unit Kerjn, dengan sirukiur
keangzotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri

deri:
a. kKetua;
b, Selretaris; dan

i

Anggota,



Fasal 9
[DENTIFIKAST KONDISI PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Penyusunan  Standar  Pelayanan didahului  dengan

identifikasi konadisi penvelenggaraan pelayanan saal ini

vang meliputi:

5. identifikasi tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar
hulsum kelembagaan,

b identilikasi  jenis  pelavanan, produlk  pelayanan,
masyarakar, dan pitak terkait

. identifikasi mekanisme dan prosedur, persvarakan,
blava dan waltu

d. identifikasi sarans, dan anggaran;

e dentifikasi jumlah dan =ompetensi SDM;

[ identifikasi Pengawasan inlernal,

g, identifilkasi  penanganan  pengaduan,  saran  dan
masulan;

h., identifikasi sistem jeminan pelavanan dan jaminan
keamanar; dan

i, identifikasi aspek-aspek lain yang terkait dengan
komponen Standar Pelayanan,

Pasal 10

PENYUSUMNAN STANDAR PELAYANAN

(1) Berdasarkan calalan data dari basil identifikasi pacda
Pasal 9 kemudian dilakukan snalisis, perhitungan, dan
menjad:  sahan  pertimbangan untuk keperluan
penyusunan  masing-masing  komponen  rancangan
Siandar Pelayanan pada seliap jenis pclayanan.

(2} Penyusunan materi dari setiap komponen Stancar
Pelayanan, disamping berdasarkan hasil identifilcas: dan
analisis dari kondisi riil mengenai unsur dan fungsi
mansajemen, juga perlu memperhatikan perkembangan
kemajuan teknologi, tuntutan kcbutuhan pelayanan
Lagl masyarakal dan prospek kemampuan
penyelenggara, perumusannya sebagal bertkul
a. Dasar hukum;

dazar hukum adalah operaturan perundang-
undangan vang menjadi dasar  penvelengzaraan
pelayanan, perumusan materi komponen cdasar
tukum dibuat dengan mengacu pada  hasil
identifikasi, analisis dan pertimbangan vang ada



Persvaratan;

Persvaratan adalah persyaratan yang harus dipenuhi
dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan toknis maapun administratif,

Sistem, mekanisine dan prosecus;

Sistem mekanisme dan prosedur adalah lata cara
pelavanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima  pelavanan, lermasuk pergaduan  yang
mengzandung  tahapan  kegiatan  yang  harus
dilakuken etau dilalui dalam sistem dan proses
penvelenggaraan pelayanan.

Jangka Waktu Penvelesaian;

Janplka waktu penvelesaian adalah jangka waktu
vang dipsraakan  untuk  menyelesaikan  se lrith
aroses pelayanan dar setiap jenis pelayanan,

Hlj.‘-.- a/tarif;

Biava,laril adalah ongkos yang dikenakan kepada
penerima pelayanan  dalam  menguros danfatau
mempercleh  pelayanan  dari penyelenggara dan
masyarakat,

Produk pelayanan,

Produlk pelayanan adalzh hasil pelayenan yeng
diberizan dan diterims sesua: dengan ketentuan
yvang telah ditetaplan,

Sarana, Prasarana, danatau [asilitasi;

Sarana, prasarana dan fasilitas adalah peralatan
dan fasilitas vang diperlukan dalam penvelenggaraan
pelaysnar, termasuk  peralatan  dan  fasilitas
pelayanan bagi kclompok renton.

Kompetenst pelaksans;

Kompetensi pelaksana  adalah  kemampuan  yang
harnus dimiliki oleh pelaksana melputi pengetahuarn,
keahlian, ketrampilan dan pengalaman,

Penpawasan internal,

Pengawasan internal adalah sistern pengendalian
intern dan pengawasan lenpgsung vang cilakukan
oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung
pelaksana,

Penanganan Pengacuan, sarar dan masuloar;
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan adalah
teta cara pelaksenaan pengelolaan pengaduan dan
tindak lanjut pengaduan.

Jumlah Pelaksana;

Jumlah  pelaksans,  adaleh  informasi  mengenai
komposisi atau jumlah petugas yang melaksanalan
tupas sesuai pembagian can uraan fugasnya.



1. Jaminan Pelayanan;

Jaminan Pelavanan adalah  vanz  memberikan
kepastian  pelayanan dilaksanakan sesual dengan
standar pelayanan, jAaminan oelavanarn
mermnjukkan kesanggupon instansi/ UPE sesuai
kepastian mansjemen yang ada untak memberikan
wepastian bahwa  kualitas  penvelenggardan
pelayanan harus sesual dengan standar pelayanan.

m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
Uaminan  “eamenan den Keselamatan Pelayenan
adalah dalam benluk kemitmen untuk memberilean
kepastan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko
keragu-raguart.

n. Ewvaluasi Kinerja Pelaksana.
Evaluasi Kinerja DPolaksanaan adalah  penilaian
untule  mengetahui  seberapa jauh  pelaksanasr
kesiatan sesual dengan stendar pelayanan,

2AB IV

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 11

(1} Rancanpan Standar Pelayanan vang telah disusun oleh

12)

(2]

Tim Peryusun Standar Pelayanan selanjutnys disiapkan
untuk dikahas bersama dengon masyarakat dan/atan
pihak-pihak terkait

Kematan pembanasan VELE mengikutsertakan
masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam forum
pembakasan rancangan Standar Pelayanzn sekurang-
kurangnya dilakukan 2 [dua) kali yaitu pada tahapan
pembahasan rencangan 3P dan serelah SF dilelapkan
selealipus proses penyusunan Maklumal Pelayvanan.
Prinsip  vang  digunakan  dalam  keikutsertaan
masyarakat berorientasi  pads keterkaitan  dengan
masvarakat, atau pihak pemangku kepentingan dalam
penyusunan Standar Pelayanan, masya rakat vang akan
diilea-sertakan dalam pembahasan perlu diselekst untuk
ditenrulean  sebagei perwakilan peserta dari unsur
masyarakat.



(1]

i)

(3]

i

(1

(2]

(3]

(1)

(2]

Pasal |2

Rancangan  Standar  Pelayanan  dan maklamat
pelayapan  vang telah dihasilkan  melalui  proses
pembahasan denpan masyarakat atau inslansi terlzil
kemudian disiapkan untuk ditetapkan oleh
penyvelengegara menjadi SBtandar Pelayanan,

Rancangan Standar Pelayanan yang telah dibahas dan
sebelum  ditetapkan  wajib  dipublikasikan  oleh
penyelenggara kepada masyarakat paling lama 5 (lima)
hari sejak ditandatangeni Berita Acars Pembahasan
Slandar Peayanen.

Slandar  Pelayanan  yang  lelah  ditctapkan  olch
penyelenggara  selanjutnya  dapar  dikuatkan meabu
pergesahan oleh pejabat diatasnya vang bertanggung
juwab daam lingkup pembinaannya.

Penguatan  Standar  Pelayanan  (SF) dapat  beruda
Keputusan Pembine alau Keputusan Kepala Unitf
Satuan Kerja Instansi atau dalam bentuk pengesshan
langsung pada dekumen Standar Pelayanan,

Pasal 13
MAKLUMAT PELAYANAN

Sebelum menerapkan 3tandar Pelayanan, Penyelenggora
diwajibkan  untuk  menyusun  dan  menelapkan
Maklumat Pelayanan,

Mallumat Pelavanan mercpakan pernyalaan
kesanggupan  dan  kewsjiban senyelenggara untuk
melaksanakan pelayanan sesusd Standar Pelayanan.
Maklumat Pelayanan wajib  dipublikasikan kepada
mesyarakal secara jelas dan luas paling lambat 7 [tujuh)
hari kerja setelah Standar Pelzyanan ditetapkan.

BAEB W

FENERAPAN STANDAR FELAYANAN

Pasal 14
SOSTALIBARL

Sosialisasi dilakukan kepada pihak internal yang berada
di linglempan unit kerja dan ekternal vang berada di
laar unit kerja.

Josialisasi  internal  dilakukan melalui membangun
pemahaman dan persamaan persepsi d: inglungan un:t
kerja/ satker penyelenggara pelayanarn.



(2

(+)

Gosialisssi ekternal dilakukan kepada pihak  luar
penvelengrara, misalnyva masvarakat pengguna, LEM,
legislatif, embudsman yang secara langsung atau Ldak
langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
Prisics sosialisas dapal dilzlukan dengan
memanfaatkan fungsi-flungsi uras, dan lorum wargs
vang memilkl kepenlingan Vang sama gesuEl “anygkauan
pelayanan,

Fasal 15

RENCANA ARSI

Dalam proses pencrapan Standar Pelayanan yang baru,
penvelenggara menyusun dan melaksanakan rencana alst

A
k.

e
d.

(1}

(2]

yang meliputi:

pelatihan bagi pelaksana;

penganglkatan, peagisian, penyestaian pelaksana;
penegadaan dan penataan sarana prasaratia,
penvesuaian sural keopulusan atau peraturan, terkait
biava dan prosedur;

penyesuaian tugas pelaksana;

penyesuaian kebutuhan anggaran; dan

lain-lain sesuusi kebotuhan,

Pasal 16
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring penerapan Standar Pelavanan adalah suatu

proses penilaisn apakah penyelenggaraan pelayanan

telah dilaksanskan sesuai dengar Standar Pelayanan

vang telah ditetapkan:

a. komponen/ aspek/variabel {indikalor VAR akan
riimonibo:s;

b, metode/ teknik yang dipaksl untak mengumpulian
clata;

¢. fresuens:/ periode monitoring (kwartal/catur wulan/
semester); dan

d. kapan dan kepaca siapa hasil monitoring dilapoerkan.

FEvaluasi Standar Pelayanan adelah rangkain kegiatan
membandinglkan hasil atan prestasi sualu penerapan
Srandar Pelavenan vang telah ditetapkan dan [ekior-
faktor vang mempengaruhi keberhasilan atanu kegagalan
dalam rangka nenerapan Standar Pelavanan, Favaluasi
dilakukan secara berkala seliap 1 (sat) tahun.



BAB VI

KETENTUAN PENLITLIP

Fasal 17

Peraturan Gubernar ini mula berlaku  pada  tanggal
diundanghkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Cubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Provins Bali.

Ditetapkan i Denpasar
pada tanggal 10 Juni 2012

GUBERNUR BALLI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA
Diundangkan di Denpasar
paca langgal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAII PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 29



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERENIIR BALI

TANGGAL 10 JUNI 2014 NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINGI BALL

A. TATAPAN PENYUSUNAN SP

1. Persiapan

a, Membentuk Tim dan kelengkasannya
1) Tim zerdiri dari sckurang-kurangnya 3 [tiga) orang:
g Betua
L. Belkretaris
¢. Anggota, dipilih oleh pimpinan satuan kerja Penyelenggara

Pelayanan.

2) Tugas Tim 8P, meliputi:

.

.

f.
g,

melakukar  identifikasi kapasitas dan karakferistik
pengelolaan unit pelaksana pelayanan (UPP) serta hal-hal
vang terkaitl dengan komponen Standar Pelayanan peda
masing-masing jenis pelayvanan;

menyusun rancangan standar pelayanan  setiap jenis
pelayanan

membahas  rancangan  standar  pelayanan  bersama
dengan unsur perwakilan mesyarakat dan pihak terkail;
mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang
telak  disepakati  kepsda  masyarakat  umuam, dan
menyempurnakan  rancangan  standar pelayanan
(bilamana terdapat masukan dari publile)  disiapkan
kemucdian ditetapkan oleh penyelenggara;

menviapksn  konsep  maklumat pelayanan untuk
ditetapkan oleh penyelenggara;

mempublikasikan maklumat pelayanan; dan

menylapkan mexanisme monitoring  dao cvaluasi
penerapan standar pelavanan.

b. Mengidentifikasi Kendisi penyelenggasaan pelayanan saat ini
tujuannya adalah untul menpenali, mendata, dan mengerahui
sejauhmana kondisi atan kepasian/ Kemampuan dari unsur-
umsur organisasi dan atan fungsi mangjemnen, hal-hal yang perlu
diidentifilkasi dalam proses penyusunan standar  pelayanan

diantaranya:
1) Icentifikasi Tugas, Fungs, kewcnangan, dan Dasar Huluam
Kelembagasn ;
a. kewenangan menvelenggarakan jens pelavanan;
b, apa saja yang dimilki/dilaksanakan pleh  organisasi
(unit/satuankerja pelayanan);
c. Bagamimana benmuk struktur, tugas, fungsi, den

kewenangan dari kclembagaan satuan kerja [Satker)
pelayanan vang ada saat ing



d. Instansi unit kerja mans saja yang terkail dengan proses
penvelenggaraan pelayanan dari jems pelavanan yang
alean disisun standar pelayanan; dan

¢. peraturan/ ketentuan aps ssjR yang terkait dalam
mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan nada
jenis  pelayanan yang  akan disusun slandar
pelavananaya.

Sclapjutnya jawaban dari  masing-masing pertanyaan

tersebut dibust caratan untuk dituangkan dalam lembar

kerja 1 sebagai berikut

Lembar Kerja -1
Tuges, Fungsi. Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

Unit,/ Satker Pelayanan 1 ...
Jeris PEIAVETIATL .uivviinisioconheiisnm b siassbinmasiaiees
No | Unsur/Aspek manajemen | Uralan Dezar hugum,
ketentuan Yang
lerdait

1 | Tugas dan fungsi

| Eewenangan

penveleagparaan JETLS
| pelayanan, meliputi :
k| mstans./umt ) satker VETLE
terkait dengin

penyelenggaraan pelaysnan |

2] Identifikasi jenis pelayonan, preduk pelayanan, masyarakat,
daen pihak terkait.

Aspek jenis pelayanan dan masyarakat, dapat dipandu dengan

menjawah pertanyaan antara lain:

a. apa produk layanan yang diselenggaraksn arau dihasikan,
dan vang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain
sesal fugas fungsi,

b. apa dasar hukum dalam penyelenggsraan pada setiap
jenis pelayanan tersebut,

¢.  siapn pengmana produk layanan baik yang langsung
maupun  tidak langsung mengzunakan dari hasil
penyelengearaan pelayanan terachut;

d. &pa atau siapa pengguna layanan masyarakat wmum,
instansi lain, atau internal; dan

e, siapa pemargku kepentingan yang terkait dengan produk
pelavanan yang diberikan

Proses identifikasi pada tabup ini sckaligus dapat dimanfaatlkan

untuk mengidentifkas: apa dan siasa pemangku kepentingan

yang terksit dengan jenis peavanan yang akan Cal CAREAN L)

Standar Pelavanan-nva.

Selanjulnva jawaban atau hasil penelitian/ kajian dari masing-

masing pelayanan lersebut diatas dibuat catatan dalam lembar

kerja -2 sebagai brikut !



Lembar Kerja -2
Jenis Produk Pelavanan, Masyvarakat dan Pihak terkait

Unit/ Satker Polayanan .........ciniim,
Jenis pelayaman L s s
Ko | Jenis Produls Dasar Masvarakat | Pithalk
| prleyanan pulayenan huleurmn Ipengguna | torkant
asrn

‘ penyelonggar | lyanan

pelayanan

3) Identifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan

walktua

a. Untuk mengidentifikasi mekanisme dan  prosedur,
persyaralan, Liaya dan waktu penyclenpgaraan pelayenan
pacda saat ini, dapat dilakukan dengan inempelajart,
mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaralan, biaya
dan waktu pelayanan yang telah diberlakukan saat i

k. Alur melanisme, urutan prosedur kegiatan ralam proses
pelayanan tersebut agar dibuat atau digambarkan dalem
suatu diagram/ bapan alur (flowcharl) sehingga dapat
dengan jelas dan mudah dikenali alur pexerjaan; dan

o Serelah melakukan pengamatan den mempelajari, menelit!
dan mencatat realita, kemudian hasilnys dituangkar
dalarn alat bantu pencatatan pada lembar kerja -3 berileut:

Lembar kerja -3
Mckanisme dan prosedur, persvaratan, biaya dan wakmo

Unit/ Batker pelayanar D e ok e AT
Jenis pelayanan LR TS e ————
Me  Pradulk Feravaratan [ Mekaqisme dan | biay | Waltu I]-’t'na'ul.gé',_
pelavana | pelayanan prasedur il ung
m [aehutkan jawrah
nrntan kematat
lavanan dan
unitfzimpul
sarg terkait

4y Identifikasi sarans, prasarana dan anggaran
4. Identifilkasi sarana, prasaran dan dukungan anggaran
vang digunakan unit/satker/instansi dalam  tugas
penyvelzngearaan pelavanar;



3. ‘Tahap ini perlu mengenali dan mendata meliput apa suja
dan berapa jumlab kapasites sarana, prasarana dan
anggaran untuk aktfitas penyelengparaan pelavanan; dan

¢, Serclah dilakuken pendataan kondisi tersedianya sarana,
prasarana dan duliungon anggaren. hasinya dituanglan
dalam alat bantu lembar kerja-4

Lembar Kerja-4
Sarana Prasaran dan Anggaran

Mo | Produk lavanan Garana ATIEEaTa RKetorangom
ProsOTIg 4

pelayvanan

{
L L !
*| Kelom keterangan diisi penjelasan kondisi sarena prasaran sumber
anggeran pelayapan, dan schapainya

5] Identifikasi jumleh dan kompetis: SDM

a. Identifikasi 8/DM aparatur pelsyanan meliputi kegiatan
mendata baikk dari sisi kuantitas meaupun kualitas,
sekurang kurangnya mendata jumlah pelaksana, jenjang
pendidiksn, pangkatl, pelatihan atau kelrampilan  vang
dimmilki atau yang pernah dilkuty, serta jabatan dan uraian
tugas kerja masing-masing, dan

b. Setelah dilakukan penpamatar, penelitian dan pendataan
mengenal kondisi kapasasitas SDM, hasilnya dituangkan
dalam alzl banm lembar kerja-5 sebagai berikul:

Lembar ]{erja. -5
Jumlak dan Komoctonsi SDM

Unit/Satker Pelavanan ...couuemenes -

Mo | Produl: Pelavanan Kualifikasi | Jumliah Keterangan ]
SDM  yang | 3DM “
bersedia l

*| Kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh
beberana jenis atau produk pelayanen

@) Identifikasi Pengawasan Internal
a. Pengawasan internal merupakan satu komponen Standar

Pelayanan dalam penvelenggaraan pelayanan, Oleh karena
itu perlu  ditelii unmk diidentifikasi guna  diketahu
bagaimana kondisi pengawasan pada unit/ Satker; dan

b, Selanjutnva hasilnya  dituangkan dalam alat  banta
pencatatan pada lembar kerja -£ sebagai berikut:



Lembar Kerja -6
Pengawasan Internal

Upit/ Satker Polayanan © e i
Status/benluk Poosedur | Dukungan Hurana Keterangan
| Orpunisasi SDM

7] ldentifikasi penanganan Pengaduan, Sarana dan Masulkan

A Penanganan pengacduan, saran dan masuxan merupakar
galah  satu  <omponen  Standar  Pelayaran  dalam
penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu ditelit:
bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran dan
masukan pada unit/salker untuk ‘enis layanan lerteniu saat
ini: dan

b. Selanjutava hasilnye ditusngkan dalam alat bantu
pencatalan pada lembar kerja-7 schagai berilout:

Lembar Kena -7
Penanganan Pengadien, saran dan masukan

Unit/ Satker pelayanan ...

N Jenis Frosed | Tidak | Dukungs | Saran | Dentuk i
0 | penangana ur Lanju | n S1EM & OrEanisy
n L &l
1 Pengadua
1 | =)
2 Sararnt dan ‘
mastkan
| |

8) Identifikasi sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan
a. Merupskan bentuk komitmen menpenal kesanggupan dari
pihak urit penyelenggara untulk memberiken kepastan
mengenai kualitas penyelenggaraan dan produk lavanan; dan
b. Dentuk penciptaan sarana/fasilitas tersebut perlu diteliti dan
diidentifikasi, termasuk apaxah sudah didukung stander
telknis vang menjamin keamanan Imaupun keselamatan
pengauna layanan.
0] Idemntiiikasi aspak-aspek lan yang terkait dengan komponen
standar pelayanan,

¢, Pengemasan dan Penyajian Standar Pelayanan
1) Hasil analisis komponen-somponen  standar  pelavanan
dituangkon dalam satu format standar pelayanan sebagaimana
formal slendar pelayanan; can




2] Informasi vang diunuat dalam forma. standar pelayansn alalah

informasi varg terkail langsung dengan penyclenggaraan
pelayanan dan yang dapat dinkur.
Formart
STANDAR FELAYANAN
Nama Unit Pelayvanan
Jenis Pelagranan

No = Kemponen Lraian S
1. | Dasar Hakum

| 2. Persyaratan
3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4, | Janglea walstu penyelesaian - 3
3. | Biaya/ taril g

| 6. | Produk Pelayanan
T Sarana, Prasarana, dan/alau

fasilitas iy

. Kompelensi Pelaksana
9. | Pengawasan Internal
1), | Penanganan Pengaduan = . |
L1. | Jumlah pelaksana

(12, | Jauninan Pelayanan |
12, | Jaminan Keamanan
14.  Evaluasi Kinerja Pelaksana
R E T :

*) Apabila dipand

sesuel dengan kebutuhan.

B, PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT

1. Penetapan Standar Pelayanan
a. Standar Pelayanan vang telah ditetapkan oleh penyelenggara
selanjutnya dapa: dikuatkan melzlui pengesahan oleh peEjasat
diatasnya yang bertanggungjawab dalam lingkup pembinaannya;
b. Bentuk penguatan standar pelayanan dapal berupa Kepumisan
Pembine stau Kepuiusan Kepala Unit/ Satuan Kerja instansi atan
dalam bentuk pengesahan langsung pada dokumen  standar
pelayanan; dan
¢. Conton SK Penetapan Standar Pelayanan.

ang perlu, dapal ditambahken komponen lain




(kop nstansi

KEPUTIISAN

PIMDPIMAN PENYELENGGARA PELAYANAN

NOMOR ..-voiiieewe TAHUN (ciniiee
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PRELAYANAN

PADA JENIS PELAYANAN e

Menimbang : a

Mengingat

Menetaplkan
KESATU

KEDUA

PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN

ql.

bahwa dalam rang<a mewujudkan penyelenggarann
pelayanan publik SE511E1 dengan asas
penvelenggaraan pemerintab vang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak rfdan kewajiban berbagal
pihak yang lerkait dengan penvelenggaraan
pelavanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menctapkan standar pelayvanan,

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka pe-lu  menetapkar  Keputusan  Kepala
iciiieinaaenss | Satler Penyelenggara  Delayanan)
tentang Standar Pelayanan Urtuk Jenis Pelayanan;

Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2009 tentang
pelayanan  publik | Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 MNomor 112, Tambahan
Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Persluran Menteri Perdayagunaan Aparalur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2012,
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penclapan,
dan Penerapan Standar Pelayanan;

Perda (yang terlait langsung);

Perpub vang terkait langsung.

MEMUTTISEAM;

- &tandar Pelayvanan pada (Satker Pelavanan .............)

Sehapaimana tercantum dalam lampiran Keputusan int.
: Standar Pelayanon pada Sstuan  Kerja

melipuli ruang lingkup pelavanan.

a. barang

b, Jasa dan

e. Administrabf.



KETIGA

KEEMPAT

- Qeandar  Pelayanan sebagaimana dimalsud dalam

penvelenggaraan Keputusan im wajib dilaksanakan oleh
penvelenggara; pelaksana dan sebagal acuan dalarm
penilaian  kirerja  pelayanan oleh pimplzan
penyelenggara, aparat pengawas dan masyara<al dalam
penvelenggaraan pelayanan publik,

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan,

Ditezapkan di ..o
pada tanggal ...

(Fimpinen Penyvelenggara Pelayanan)
|Namal

iPangkat)
i NIP).



2. Maklumat Pelayvanan
a, Penyelenggara wajib untuk menetapkan maklumat pelayanan

b. Conrch maklumat pelayznan

[lLop InsTans)

MAKLUMAT PELAYANAN

DEMGAN THI KAMI MENYATAKAN SANGGUR
MENYELENCGARAKAN PELAYANAN SESUA] STANDAR PELAYANAN
YANT TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI
INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKS! SESUAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANC BERLAKLL

DIENPASAT, vivamrrrrrsssscanmmsininnis
Pirmpinan Penyelenggara Pelayanan



C. RENCANA AKSI DAN MONITORING

1. Rencana aksi
Contoh Formasi Reacona Ak
UNIT PELAYANAN. . occmmnipionrsasriannnimin iap s
[o | Rensiza SENCANA WARNTU 'ELAKSANAAN bt l
Kegietan Jem | el | Ml | Al | Mel | dun | Jul o agar Sept | Ol | Hap | =S
1 Prlarihan aag x
preliabsang ! | .
2 Fenganglatan,
Fengistar,
pendEnliaiall
el ki | B,
3. | Dat.... —l_
. : |
2. Alal bantu Moritoring Penerzpan Standar Pelayanan
Kwartal! Catur Usulan, scmester ke ... tehan e
Tt Fompansa/ aapel Erandar | Pamajasian § | Kessnjunper. | Masalah
varahel findtlzntor Frrlmyumin | realisasi AdLkars
stoadar dan
OCIICRELIN
ETH Fersyvaricnn KNS manpun
s At dlan
LA e lsanan
| temiasuk bisya |
2 Eleisensi snekiantsme
prosedun dam wialttu
pelajransm —
i Feacitpies  anbwn hael
peaynnmm  degan prodak
peElavanen vang diteatuhan
4. Eebieradaan SITETE,
praserane, fnsiklas  dalsm
penyelengeanan peliyanan
._:- BKospaiman  enwara juislab
den Tarmpetenss LETHIEN
pelakzana dengan poeses dan
: pedeeTjaa E
L Ef=klilitas sarani, tabw caca
peinksnnann i
| pemusnggnan pengaduic
s ! Pemtprian jeminen dan
kpmintm pelayanan oleb
puna‘n’lmm‘u_ﬂﬂ&'r‘ﬂnﬂn
A. AT ITHE e i
dilpkapnnkoun berdoinrkan
pensrapam SP
9, Dusar Hubum ying orsmadss
| terhadap peceragan SP
L, Pestmeminsgms e
| Pempampaian Infrmes 52

GUBERNUR BALLI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA






